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WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERIZININAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

SEKTOR PERINDUSTRIAN 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam pembangunan sektor industri di daerah harus
menerapkan prinsip demokrasi ekonomi yang dilaksanakan
dengan memanfaatkan sumber daya daerah didukung nilai-nilai
budaya luhur bangsa untuk memberikan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa sektor industri merupakan salah satu penggerak
perekonomian rakyat sehingga perlu dikelola secara efisien guna
kelancaran pelayanan perizinan dan pengawasan terhadap
pelaku industri;

c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk
mewujudkan kelancaran dan tertib administrasi pemberian izin
usaha industri di Kota Palembang, perlu ditetapkan ketentuan
tentang izin usaha industri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah .. -
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)?

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
ah

izm
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia T un
2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M-
I ND / PER/7 /2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan
Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1774);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri,
Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 192);

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penerbitan Izin Usaha Industri Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 485);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri

dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Tahun
2019 Nomor 1231).

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019
ten tang Tata Cara Pemberian Izin U saha Kawasan Industri dan
Izin Perluasan Kawasan lndustri dalam Kerangka Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020
tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1308);

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 323);

19. Peraturan ....



Menetapkan 

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 202ltentan�
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industn
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1061);

20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risi�o
Terintergrasi secara Elektronik (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 273);

23. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pembinaan di
Bidang Industri dan Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 19 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

dan 
WALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
2. Kota adalah Kota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang

me�golah bahan �aku dan/ atau memanfaatkan sumber daya
seh1ngga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah
atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

7. fasa In_dustri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan
1ndustn. 

8. Bahan �ruc:u adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau
barang �a�1 yang dapat diolah menjadi barang setengah atau
barang Jad1 yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

9. Sistem .... 



Sistem Informasi Industri Nasional yang sel�jutnya ?isebut9·
SIINas adalah tatanan prosedur dan mekan1sme ker.1a ya�g
terinte�asi meliputi unsur institusi, sumber daya ��usia,
basis data, perangkat keras dan lunak? serta JarI�gan

komunikasi data yang terkait satu sama lam dengan tuJuan

untuk penyampaian, pengelolaan, peny�j�an, pe�ayanan serta
penyebarluasan data dan/ atau Informas1 1ndustn. 

10. Akun SIINas adalah akun yang digunak� untuk dapat
mengakses SIINas, pemilik akun adalah setiap orang atau
kelompok yang telah merrtiliki akun SIINas. 

11. Pelaku U saha adalah orang perseorangan atau badan u
d
saha

yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bi ang
tertentu. . .

12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera a tau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya. 

13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah
bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan

kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha

dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada

Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/
atau kegiatannya.

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan

Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online

Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk
dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem
elektronik yang terintergrasi.

17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana

Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. Kawasan Industri adalah kawasan tern pat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan Kawasan Industri.

20. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan
adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama

sebagaimana tercantum dalam izin.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya

disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di
Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

22. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangselanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkatdaerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kotayang mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan daerah di bidang penanaman modal. 23. Sentra Industri adalah pusat kegiatan industri pengolahanyang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitaspenunjang lainnya yang disediakan dan dikelola olehperusahaan di sentra industri 24. Harl kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
Pasal 2 ....
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Pasal 2 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ector perindustrian bertujuan

untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,

melalui: 

a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif

dan sederhana; dan

b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha 

wajib memenuhi: 

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/ atau

b. perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 4 

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan

bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur

dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang,

lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5 

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf b meliputi pengaturan:

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan,

parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka

waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko kewenangan Kota.

b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko;
c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko· dan' 

d. standar kegiatan usaha dan/ atau standar produk.

(2) Ketentuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II .... 



BAB II 

PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

Bagian Kesatu 
Analisis Risiko 

Pasal 6 

( 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan

penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.

(2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.

(3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan

prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian

professional.
(4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 7 

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
meliputi: 
a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
b. penilaian tingkat bahaya;
c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Pasal 8 

(1) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b dilakukan terhadap aspek:
a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. lingkungan; dan/ atau
d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

(2) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat
mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dan ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan:
a. jenis kegiatan usaha;
b. kriteria kegiatan usaha;
c. lokasi kegiatan usaha;
d. keterbatasan sumber daya; dan/ atau
e. risiko volatilitas

(4) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi
c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.

(5) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diperoleh
berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya
bahaya.

Pasal 9 .... 
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Pasal 9 

( 1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi
terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat s�ala_ usaha
kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menJad1:
a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi. . 

(2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagrumana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terbagi atas:
a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
resiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha
sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan
usaha dengan tingkat Risiko rendah, berlaku juga sebagai:
Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian; dan/ atau
pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk
halal.

Pasal 12 

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf a dan b berupa:
a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha
dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi
standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang
diberikan melalui Sistem OSS.

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan,
operasional, dan/ atau komersial kegiatan usaha.

(4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat
melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 13

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b berupa:

a. NIB .... 
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a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegi9:tan us�a

yang diterbitkan berdasarkan kewenangan mas1ng-mas1ng

berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan

kegiatan usaha oleh Pelaku U saha yang diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a Pelaku Usaha membuat pemyataan melalui Sistem
'

. 

OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha
dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan
untuk dilakukan verifikasi berdasarkan kewenangan masing­
masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Terhadap pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum
terverifikasi.

(5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha
untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi
Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan
/ atau komersial kegiatan usaha.

(7) Dalam hal Pelaku U saha:
a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan; dan
b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan

kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
NIB terbit,

lembaga OSS membatalkan sertifikat Standar yang belum 
terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 14 

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf c berupa:
a. NIB; dan
b. lzin.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
persetujuan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku
Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan
kegiatan usaha.

(4) Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi dasar
untuk melakukan operasional dan/ atau komersial kegiatan
usaha.

(5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
memerlukan pemenuhan standar usaha dan/ atau standar
produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 15 .... 
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Pasal 15 

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (5} diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Langkah - langkah Analisis Risiko Kegiatan U saha 

Pasal 16 

Analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha sesuru 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

(1) Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan kementerian
dan/atau lembaga sektor terkait, Pelaku Usaha dan/atau
masyarakat.

(2) Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dapat berupa:

a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan
usaha;

b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha
dalam penetapan tingkat Risiko; dan

c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk
melakukan manajemen Risiko.

Pasal 18 

Dalam hal tahap operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha 
diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, 
dengan tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha 
dan/ atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional 
dan/ atau komersial kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB III 
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR 
PERINDUSTRIAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 19 

(1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada sektor Perindustrian disusun dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1} menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan
pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah
Kota.

Pasal 20 .... 



Pasal 20 

(1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh:
a. Lembaga OSS;
b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubemur;
d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali

kota;
sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dan huruf d:
dalam hal kegiatan usaha terdapat:
1. Penanaman Modal Asing; dan/ atau
2. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing

berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat
dan pemerintah negara lain,

kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh 
kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 
Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

Bagian Kedua 
Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian 

Pasal 21 

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sektor perindustrian
meliputi kegiatan usaha:
a. penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku

dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri; dan
b. kawasan industri.

(2) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan
industri yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan
sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat
Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a. kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai

tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/ atau
b. kegiatan yang menyediakan jasa industri.

(3) Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha kawasan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri
atas kegiatan usaha kawasan industri.

(4) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan menjadi:
a. Industri Kecil;
b. Industri Menengah; dan
c. Industri Besar.

Pasal 22 .... 
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Pasal 22 

(1) Industri kecil, Industri Menengah dan Industri Besar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) ditetapkan
berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/ atau nilai investasi.

(2) Nilai investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. mesin peralatan; dan
b. sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan

kegiatan industri.
(3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)

huruf a merupakan industri yang mempekerjakan paling
banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki
nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).

(4) a. Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4) huruf b merupakan industri yang mempekerjakan 
paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan 
memiliki nilai investasi paling sedikit dari 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga
kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak dari
Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

c. mempekerjakan kurang dari 19 (Sembilan belas) orang
tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari
Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(5) Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
huruf c merupakan industri yang mempekerjakan paling
sedikir 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki
investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah).

Pasal 23 

(1) Perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan
ketentuan:
a. untuk tanah dan/atau bangunan yang dimiliki sendiri oleh

Pelaku U saha, nilai tanah atau bangunan dihitung
berdasarkan nilai jual objek pajak pada tahun yang
bersangkutan; dan

b. untuk tanah dan/atau bangunan yang tidak dimiliki sendiri
oleh Pelaku Usaha, nilai tanah atau bangunan dihitung
berdasarkan nilai pengalihan hak penguasaan yang
dibuktikan dengan perjanjian

(2) Kepemilikan tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dibuktikan dengan dokumen hak kepemilikian
tanah atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perudangan-undangan.

(3) Perhitungan nilai mesin peralatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:

a. bukti harga pembelian dari tern pat penjualan; dan/ atau
b. nilai sewa yang dibuktikan dengan perjanjian.

(4) Perhitungan nilai sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dihitung
berdasarkan nilai seluruh fasilitas yang dibangun atau
dikembangkan untuk mendukung operasional Perusahaan
Industri yang bersangkutan.

Pasal 24 .... 





Pasal 28 

( 1) Pelaku U saha perseorangan dan Pelaku U saha
nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan
perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Pelaku U saha di sektor perindustrian yang
melakukan perubahan klasifikasi usaha industri tanpa
menambah lahan lokasi industri dan pindah lokasi industri.

Pasal 29 

(1) Dalam 1 (satu) Perizinan Berusaha hanya berlaku bagi 1 (satu)
Pelaku U saha di sektor perindustrian yang:
a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha

sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu)
lokasi industri;

b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu)
unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang
berbeda dalam 1 ( satu) kawasan industri; a tau

c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok
usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan
berada di beberapa lokasi dalam I (satu) kawasan industri.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki
usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), wajib memiliki Perizinan Berusaha baru.

Pasal 30 

(1) Pelaku usaha di sektor perindustrian wajib:
a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan

perizinan usaha yang dimiliki; dan
b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil

produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan

keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan­
undangan.

Pasal 31 

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berlaku 
selama Pelaku U saha di sektor perindustrian melakukan kegiatan 
usaha industri. 

Pasal 32 

(1) Setiap Pelaku Usaha di ndust perindustrian yang telah
memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat
melakukan perluasan kegiatan usaha industri.

(2) Perluasan kegiatan usaha ndustry sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dilakukan apabila Pelaku U saha di ndust
perindustrian melakukan penambahan kapasitas produksi
terpasang.

(3) Dalam .... 





(3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

digunakan oleh:
a. pemerintah Kota; dan
b. pelaku usaha

(4) Pelaksanaan pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perudangan-undangan.

Pasal 36 

(1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas Pelaku
Usaha:

a. orang perseorangan;
b. badan usaha;
c. kantor perwakilan; dan
d. badan usaha luar negeri.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan orang perseorangan warga negara
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan
perbuatan hukum.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak
berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/ atau
kegiatan pada bidang tertentu.

(4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c merupakan:
a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
b. orang perseorangan warga negara asing; atau
c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku U saha dari

luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perudangan-undangan.

(5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan
usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu

(6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. persekutuan komanditer (commanditaire venootschap);
c. persekutuan firma ( venootschap onder firmaij
d. persekutuan perdata
e. koperasi;
f. yayasan;
g. perusahaan umum
h. perusahaan umum daerah;
i. badan ocia lainnya yang dimiliki oleh ocial; dan
j. lembaga penyiaran

(7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit terdiri atas:
a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing
b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing

(8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling
sedikit terdiri atas:
a. pemberi waralaba dari luar negeri

b. pedagang .... 



b. pedagang berjangka asing;
c. penyelenggara sistem elektronik lingk:up privat asing; dan
d. bentuk usaha tetap.

(9) Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf b termasuk dalam tingkat Risiko rendah.

Pasal 37 

( 1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelak:u U saha
(2) Setiap Pelak:u Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya memiliki 1 ( satu) NIB
(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh

Lembaga OSS
(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas

bagi Pelak:u Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelak:u
Usaha untuk melak:ukan kegiatan usaha.

(5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlak:u juga sebagai:
a. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal
1mpor;

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

c. pendaftaran kepesertaan Pelak:u Usaha untuk jaminan
sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelak:u
Usaha

(6) Pelak:u Usaha yang memerlukan angka pengenal impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat
memilih:
a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang

yang diperdagangkan; atau
b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor

barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal,
bahan bak:u, bahan penolong, dan/ atau bahan untuk
menduk:ung proses produksi.

(7) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai
dengan tanda tangan elektronik.

Pasal 38 

(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mencak:up
data:
a. profil;
b. permodalan usaha;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. KBLI; dan
e. lokasi usaha.

(2) Pelaksanaan input data permohonan
dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuru
peraturan perudangan-undangan.

Pasal 39 

NIB sebagaimana 
dengan ketentuan 

(1) NIB berlak:u selama Pelak:u Usaha menjalankan kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlak:u dalam hal
a. Pelak:u Usaha melak:ukan kegiatan usaha yang tidak sesuai

dengan NIB;

b. Pelak:u .... 



b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;

c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan

NIB;

d. pembubaran badan usaha; atau
e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.
(2) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan oleh perangk8:t

daerah yang membidangi sektor perindustrian atas hasil

pemeriksaan kemudian (post-audit), melalui notifikasi kepada

Lembaga OSS.
(3) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

BABV 
TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 40 

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan
oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat
kepatuhan Pelaku U saha.

(3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
b. standar kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan

hidup;
c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma,

standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/ atau
pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 41 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
dilakukan dengan tujuan untuk:
a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan

kewajiban oleh Pelaku Usaha;
b. mengumpulkan data, bukti, dan/ atau laporan terjadinya

bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan
hidup, dan/ atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan
dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha

Bagian .... 



Bagian Kedua 
Jenis Pengawasan 

Pasal 42 

Jenis Pengawasan terdiri dari: 
a. pengawasan rutin; dan
b. pengawasan insidental.

Pasal 43 

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a 
dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan 
usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. 

Pasal 44 

Pengawasan rutin dilakukan melalui: 
a. la po ran Pelaku U saha; dan
b. inspeksi lapangan.

Pasal 45 

(1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan atas laporan yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah kota yang
memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
a. standar pelaksanaan usaha; dan
b. perkembangan kegiatan usaha.

(2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b memuat:
a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan

pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan

( corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan
usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja
Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial
setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 46 

(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan Pemerintah Kota
dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual

(2) lnspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan

standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
b. pengujian; dan/ atau
c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

(3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat
tugas dari Pemerintah kota sesuai kewenangannya.

(4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan
paling banyak:
a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha;
dan

b. untuk .... 



b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha ..

(5) Dalam hal pelaksanaan hasil penilaian atas Pengawasan rutin
yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47 

(1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku
Usaha.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

(3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara elektronik pada
Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan Pelaku U saha.

(4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi
lapangan.

(5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan
pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana
inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
penandatanganan berita acara.

Pasal 48 

(1) Pengawasan ncidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah kota sesuai kewenangannya.

(2) Pengawasan ncidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara virtual

(3) Pelaksanaan pengawasan ncidental diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI 
DATA INDUSTRI 

Pasal 49 

(1) Setiap Pelaku Usaha di ector perindustrian wajib 
menyampaikan Data lndustri yang akurat, lengkap, dan tepat 
waktu secara berkala kepada Pemerintah Kota. 

(2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui layanan SIINas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
secara berkala menyampaikan hasil pengolahan Data Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Informasi
Industri kepada Pemerintah Pusat melalui layanan SIINas.

Pasal 50 .... 



Pasal 50 

(1) Pejabat dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan

Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)

yang dapat merugikan kepentingan perusahaan
_ 

dalam hal

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persrungan usaha

tidak sehat.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai

negeri sipil yang bertanggungjawab terhadap akun layanan

SIINas.

BAB VII 

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

Pasal 51 

( 1) W alikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di
bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal
untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan walikota berwenang
untuk menetapkan keputusan dan/ atau melakukan tindakan
yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan
permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asasasas
umum pemerintahan yang baik.

Pasal 52 

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari
masyarakat kepada walikota mengenai penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan
Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan
proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan atau pengaduan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada
kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian
meneruskan menyampaikan laporan masyarakat tersebut
kepada walikota untuk dilakukan pemeriksaan.

(3) Walikota memeriksa laporan dan/ atau pengaduan dari
masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, lembaga,
atau Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau
kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan
masyarakat diterima.

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Walikota
meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan pemeriksaan/ audit lebih lanjut dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) Hari.

(5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian

negara;

b. kesalahan .... 



b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara;
atau

c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
(6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern

pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak
menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari
terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan
kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi
dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh)
Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan
intern pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
disampaikan oleh Walikota kepada kejaksaan atau kepolisian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima)
Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan
intern pemerintah disampaikan.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,
Walikota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari
terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan
atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BAB VIII 

SANKS! 

Bagian Kesatu 
Sanksi Bagi Pejabat Pemerintah 

Pasal 53 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang 
menyampaikan dan/ atau mengumumkan data industri tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi 
administratif berupa; 

a. teguran tertulis;
b. pembebasan dari jabatan;
c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala

untuk paling lama 1 (satu) tahun;
d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah

untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri; dan/ atau
f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian .... 



Bagian Kedua 
Sanksi Bagi Pelaku U saha 

Pasal 54 

Setiap Pelaku U saha di Sektor Perindustrian yang tidak

menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49 ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;

d. pembekuan izin usaha industri atau iz1n usaha Kawasan

Industri; dan/ atau
e. pencabutan izin usaha industri

Pasal 55 

(1) Pemerintah Kota melalui perangkat daerah yang membidangi
urusan perindustrian melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan perizman berusaha berbasis risiko yang
dilakukan oleh Pelaku U saha.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
melalui pemeriksaan terhadap:
a. kebenaran usaha sesuai izin;
b. kebenaran kapasitas sesuai izin; dan
c. kewajiban penyampaian data industri.

(3) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3
(tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis
sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing - masing 1
(satu) tahun.

(4) Pelaku Usaha di sektor perindustrian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak
2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha industri,
maka Perizinan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap Pelaku Usaha di dmini perindustrian yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/ atau
c. penutupan sementara.

(6) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak
berlokasi di kawasan industri dan/atau Pelaku Usaha di sektor
perindustrian yang dikecualikan yang tidak berlokasi di
kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/ atau
c. penutupan sementara;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.

(7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Harl.

Pasal 56 .... 
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Pasal 56 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (2) ditemukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang dilakukan oleh Pelaku �saha�
Pemerintah Kota melalui perangkat daerah yang memb1dang1
urusan perindustrian sesuai dengan kewenanganny�
menyampaikan rekomendasi pengenaan sanks1 

dministrative kepada lembaga OSS. 
(2) Pelaksanaan pengenaan sanksi dministrative sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) melibatkan instansi terkait sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaku U saha di dmini perindustrian yang telah dikenakan
sanksi dministrative berupa peringatan tertulis dan tidak
melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) dikenai sanksi

dministrative berupa denda dministrative. 
(4) Denda dministrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan paling banyak 1 % ( satu persen) dari nilai investasi.
(5) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk

kawasan industri berdasarkan hasil audit lembaga independen.
(6) Pembayaran denda dministrative sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
surat pengenaan denda administratif diterima sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memenuhi
kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai
sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(8) Pelaku U saha di sektor perindustrian telah membayar denda
administratif tetapi melebihi dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda
administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi
administratif berupa penutupan sementara

Pasal 57 

(1) Sanksi administratif berupa penutupan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) bagi: 
a. pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki

Perizinan Berusaha dikenakan sampai dengan perusahaan
yang bersangkutan memperoleh Perizinan Berusaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di
kawasan industri, Pelaku U saha di sektor perindustrian
yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan
peruntukan industri, dan Pelaku Usaha di sektor
perindustrian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dikenakan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat
penutupan sementara diterima.

(2) Dalam hal sejak tanggal berakhimya sanksi administratif
berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b Pelaku Usaha di sektor perindustrian tidak
memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda
administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan
Perizinan Berusaha.

(3) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 58 .... 
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Pasal 58 

Pelaku U saha di sektor perindustrian yang telah memenuhi

kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) dapat

mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Perizinan

Berusaha. 

Pasal 59 

Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak tanggal berakhirnya 
sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) tidak memenuhi 
kewajibannya dan/ atau tidak membayar denda administratif 
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan 
Berusaha. 

Pasal 60 

(1) Pengenaan sanksi administratif sektor perindustrian
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian, gubernur, walikota,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif,
mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat
yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor 
perindustrian yang diperoleh dan belum berlaku efektif sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah 1n1 diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 62 

Pelaku usaha yang telah memiliki Izin U saha Industri dari sistem 
layanan OSS dan telah berlaku efektif dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang yang bersangkutan masih beroperasional sesuai 
dengan izin yang diberikan. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 63 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pembinaan di 
Bidang Industri dan Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2011 Nomor 19), dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 ... 



Pasal 64 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran 
Daerah Kota Palembang 

Diundangkan di Palembang 
pa a tanggal 2.8 )CUHJQn 202 l. 
S �ARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

//0

. / ): 
'F DEWA 

_./ 
� 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 202S NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINS! 
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